SALINAN

PROVINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR 77 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERANG NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG KODE ETIK PENYELENGGARA PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH PADA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA

Menimbang

KABUPATEN SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

a. bahwa kode etik penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
Kabupaten Serang sebagaimana telah diatur dalam
Peraturan Bupati Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Kode Etik penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
Kabupaten Serang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat

ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian

. bahwa penyesuaian dilakukan dalam rangka

melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga
kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10

Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Serang Nomor 11 Tahun
2019 tentang Kode Etik penyelenggara Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah pada Unit Kerja Pengadaan

Barang/ Jasa Kabupaten Serang.

Mengingat ...



Mengingat

0.

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi.

. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang

Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Negara
Nomor 4010);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 43355) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang ...



6.

10.

11.
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5164);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4450);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

12. Peraturan ...



12.

13.

14.

15.

16.

17.
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Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 63);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun
2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya
Manusia Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 489);

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja
Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);

18. Peraturan ...



Menetapkan
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18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 1890);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang
Menjadi Kewenangan Daerah  (Lembaran  Daerah
Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 1510);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten
Serang tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Serang Nomor 44), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Serang Nomor 2 tahun 2024 tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten
Serang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran
Daerah Kabupaten Serang tahun 2024 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor
117);

21. Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2021
tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Serang Tahun 2021.
MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN BUPATI SERANG NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG KODE ETIK PENYELENGGARA PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH PADA UNIT KERJA
PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN SERANG.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Serang Nomor 11
Tahun 2019 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah pada Unit Kerja Pengadaan
Barang/Jasa Kabupaten Serang (Berita Daerah Kabupaten
Serang Tahun 2019 Nomor 11), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ...
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1. Ketentuan Pasal 2 ditambahkan 1 (satu) Pasal yakni

Pasal 2A sehingga Pasal 2A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A
1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan

Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa
tanggung jawab  untuk mencapai sasaran,
kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan
Barang/Jasa;

b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga
kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus
dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan
Pengadaan Barang/Jasa;

c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun
tidak langsung yang berakibat persaingan usaha
tidak sehat;

d. menerima dan bertanggung jawab atas segala
keputusan yang  ditetapkan sesuai dengan
kesepakatan tertulis pihak yang terkait;

e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan
kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung
maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan
usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;

f. menghindari dan mencegah pemborosan dan
kebocoran keuangan negara;

g. menghindari dan  mencegah  penyalahgunaan
wewenang dan/atau kolusi;

h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak; dan

i. menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah,
imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau
kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga

berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah dan ditambahkan ayat (3),

sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3 ...
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Pasal 3
1) Sesuai dengan prinsip pengadaan barang/jasa, setiap
pegawai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa harus taat
pada Kode Etik yang terdiri atas:

a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa
tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran
dan  ketepatan tercapainya tujuan pengadaan
barang/jasa.

b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga
kerahasiaan dokumen pengadaan yang menurut
sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya
penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa.

c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun
tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan
tidak sehat.

d. menerima dan Dbertanggung jawab atas segala
keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan
tertulis para pihak;

e. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang
dan/kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi,
golongan atau pihak lain yang secara langsung maupun
tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa.

f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan
kebocoran dan keuangan Negara dalam pengadaan
barang/jasa:

g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang
dan kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi.
golongan atau pihak lain yang secara langsung atau
tidak langsung merugikan Negara;

h.tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak
menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah,
rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun
yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan
pengadaan barang Jasa:

i. cermat;

j- patuh ...
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j- patuh kepada perintah atasan yang sah dan wajar;
k. tidak membocorkan informasi atau dokumen yang
wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;
l. terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk
menghindari benturan kepentingan;
m. tidak menyalahgunakan informasi, jabatan dan/
atau kewenangan yang dimiliki;
n. tidak menyimpang dari prosedur;
o. proaktif; dan

p. tanggap/ responsive.

2) Setiap personel Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
dalam melaksanakan tugas dilarang:

a. mengharapkan, meminta dan/ atau menerima
imbalan dalam bentuk apapun dari penyedia
barang/ jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung
maupun tidak langsung atau perusahaan yang
mempunyai afiliasi dengan penyedia barang/jasa;

b. memberikan data dan informasi yang tidak benar
dan/atau segala sesuatu yang belum pasti atau
diputuskan;

c. menggunakan negosiasi, pertemuan dan/atau
pembicaraan dengan penyedia barang/jasa. kuasa
atau wakilnya baik langsung maupun lidak
langsung atau perusahanan vang mempunyai
afiliasi dengan penyedia barang/jasa diluar kantor
baik dalam jam kerja maupun di luar jam kerja;

d. menggunakan fasilitas/sarana kantor untuk
kepentingan pribadi, kelompok dan/atau pihak lain;

e. melaksanakan proses pemilihan penyedia
barang/jasa yang diskriminasi/ pilih kasih;

f. mengadakan korupsi kolusi dan mepotisine dengan
pihak penyedia barang/Jasa dalam pelaksanaan

pengadaan barang Jasa; dan

g. mengucapkan ...
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g. mengucapkan perkataan yang tidak etis dan bersifat
melecehkan kepada penyedia barang/ jasa, kuasa
atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung
atau peruahaan yang mempunyai afiliasi dengan

penyedia barang jasa atau masyarakat.

Setiap personel Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
dalam melaksanakan tugas memiliki hak yang terdiri
atas:

a. mendapatkan jenjang karir struktural atau
fungsional sesuai peraturan perundang-undangan;

b. menerima tunjagan yang terdiri dari atas tunjangan
jabatan dan tunjangan kinerja;

c. diberikan honorarium yang besarnya disesuaikan
dengan kemampuan Pemerintah Daerah dengan
memperhatikan beban, kondisi, risiko dan/atau
prestasi kerja’

d. tunjangan dan honorarium sebagaimana dimaksud
pada poin b dan c ditetapkan berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut :

Pasal 8

1) Keanggotaan Majelis Pertimbangan Kode Etik
sebagaimana berjumlah ganjil, terdiri atas :
a. ketua merangkap anggota;

b. sekretaris merangkap anggota; dan
c. anggota.

2) Jabatan keanggotaan Majelis Pertimbangan Kode
Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai
berikut :

a. ketua Majelis dijabat oleh Unsur Inspektorat;

b. sekretaris dijabat oleh Unsur Inspektorat; dan

c. anggota dijabat oleh Unsur Inspektorat, Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

4. Ketentuan...
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4. Ketentuan pasal 13 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf J
sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13
1) Pemeriksaan atas dasar pengaduan dari masyarakat,
laporan dari perangkat daerah, media massa dan/atau
pihak lain di luar UKPBJ dilakukan dengan mekanisme
sebagai berikut:

a. anggota Majelis Pertimbangan Kode Etik menyusun
telaahan atas pengaduan yang diterima dan
menyampaikan kepada ketua Majelis Pertimbangan Kode
Etik;

b. ketua Majelis Petimbangan Kode Etik mengadakan rapat
yang dipersiapkan untuk membahas pengaduan;

c. rapat Majelis Petimbangan Kode Etik membahas dan
membuat kesimpulan apakah pengaduan layak atau
tidak layak ditindaklanjuti dengan pemeriksaan;

d. apabila tidak layak proses penanganan pengaduan
dihentikan dan diberikan penjelasan tertulis yang patut
kepada pihak pengadu;

e. apabila layak proses penanganan pengaduan
ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dalam sidang
Komite Etik, dengan melakukan :

1. pemanggilan para pihak;
2. pengumpulan bukti; dan
3. pemeriksaan bukti.

f. sesuai dengan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang
ada Majelis Petimbangan Kode Etik memutuskan dan
menetapkan ada atau tidak pelanggaran terhadap kode
etik;

g. apabila terjadi pelanggaran terhadap kode etik, maka
dalam putusannya Majelis Petimbangan Kode Etik harus
mencantumkan  sanksi yang  diberikan  kepada
penyelenggara pelayanan pengadaan barang/jasa;

h. keputusan Majelis Petimbangan Kode Etik dilaporkan
kepada Bupati dengan tembusan kepada Wakil Bupati
dan Sekretaris Daerah;

i. bupati menetapkan pemberian sanksi berdasarkan
keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik; dan

j. alur ...
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alur dan mekanisme penyelesaian pemeriksaan atas
dasar pengaduan tertuang pada Standar Operasional
Prosedur yang ditetapkan oleh majelis pertimbangan
kode etik.

2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g,

dikenakan berdasarkan tingkat pelanggaran kode etik tidak
bersifat bertingkat dan dalam satu pemberian sanksi dapat

dikenakan beberapa sanksi sekaligus.

5. Ketentuan Pasal 14 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf I

sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

1) Pemeriksaan atas dasar temuan dilakukan oleh Majelis

Petimbangan Kode Etik dan/atau hasil temuan lembaga

pemeriksaan yang dibentuk oleh peraturan perundang-

undang dengan mekanisme sebagai berikut :

a.

ketua Majelis Petimbangan Kode Etik Mengadakan rapat
yang dipersiapkan untuk membahas hasil temuan;

rapat Majelis Petimbangan Kode Etik membahas dan
membuat kesimpulan apakah hasil temuan layak atau
tidak layak ditindaklanjuti dengan pemeriksaan;

apabila tidak layak proses penanganan hasil temuan
dihentikan dan diberikan penjelasan tertulis yang patut
kepada pihak yang terkait; sanksi berdasarkan
keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik.

apabila layak proses penanganan hasil temuan
ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh sidang Majelis
Pertimbangan Kode Etik dengan melakukan :

1. pemanggilan para pihak;

2. pengumpulan bukti; dan

3. pemeriksaan bukti.

sesuai dengan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang
ada Majelis Pertimbangan Kode Etik memutuskan dan
menetapkan ada atau tidak pelanggaran terhadap kode

etik;

f. apabila ...
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apabila terjadi pelanggaran terhadap kode etik maka
dalam putusannya Majelis Pertimbangan Kode Etik harus
mencantumkan sanksi  yang diberikan kepada
penyelenggara pelayanan pengaduan barang/jasa;
keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik dilaporkan
kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah;
bupati menetapkan pemberian sanksi berdasarkan
keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik; dan

alur dan mekanisme penyelesaian pemeriksaan atas dasar
temuan tertuang pada Standar Operasional Prosedur yang

ditetapkan oleh majelis pertimbangan kode etik.

Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f,
dikenakan berdasarkan tingkat pelanggaran kode etik tidak
bersifat bertingkat dan dalam satu pemberian sanksi dapat

dikenakan beberapa sanksi sekaligus.

6. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Sanksi terhadap pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (2) dapat berupa :

o

(oR

a. mendapatkan peringatan secara lisan;

b. mendapatkan peringatan secara tertulis;

membuat surat pernyataan penyesalan;

. pemberhentian sementara dari kelompok kerja pemilihan dan
pejabat pengadaan;

mutasi dari pegawai UKPBJ.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



-13-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam

Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 7 November 2024
BUPATI SERANG,

ttd.

RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 7 November 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd.

RUDY SUHARTANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2024 NOMOR 77



